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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA '

NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
- ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| " GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah
- Nemer 10 Tahun 2008 tentann Qreanisasi Pe angkat Deerah, pariu
menetapkan Peraturan Guberaur tentang Orgamsa& dan Tata Kerja

Badan Pengelola Keuangan Daerah; _ ,

_Mén’é&h'g.at':: ;1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Sl Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003'tentang Keuahgan Negara;

. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq Perbendaharaan
- Negara, - .

Ris - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
- Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun .2_00_4 entang 'Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ksuangan Nagara; ‘

o © oo 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tn'ntang'l Pemerintahan
S o Daerah sebagaimana telan beberapa kali diabah, terakhir dengan
‘ - . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-tindang Nomor 28 Tahun 2007 tentang F emerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia; }

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t’entang Pengelolaan .
" Keuangan Daerah;



' Mehié_tfépkanl : _
- KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DALRAH.

10.

| 1.

13,

14,
15,
16.

17.

18.

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo.aan

Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinetja Instans] Pamerintah; .

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 te-ntang Pembaglan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota'-

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200? tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah; _

Peraturan Pame;}ntah Nomor 41 Tahun 2007 _t'entaf_hg Organisas]
Perangkat Daera Bl

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ‘sebagaimana telah -
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun
2007, .

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengeiolaan Barang Milik Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Pola Organisasi Perangkat Daerah Provmsa Daerah Khusus lbukota
Jakarta, .

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Keuangan Daerah; _

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisaSE
Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

T
2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakar‘ta'

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan - Perangkat Daerah |
sebagai unsur penyeienggara pemerintahan. daerah '

Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi. Daerah Khusus [bukota

- Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus -

' ibukota Jakaria.



10.
11.

12

“13.

14,

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daeran F’rov:nSI Daerah Khuslis

- Ibukota Jakarta

Sekretaris Daerah adalah Sekrataris Daerah Provmm Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. '

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang sel. njutnya dzsmgkat BPKD
dan juga disebut Badan adalah Badan Pengeiola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakara.

Kepaia Badan adalah Kpp ala BPKD Provinsi Daerah Khusus ibukota
Jakarta. 7

Wilayah adalah Kota Aaministrési, Kabupaten @ Administrasi,
Keeamatan dan Kelurahan. -

Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk dinas.

Lembaga Teknis Daerah adalzh Perang&at Daerah dalam bentuk
kelembagaan Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah atau

_ Rumah Sakit Khusus Daerah.

Lembaga lain adalah Bagian dari perangkat daerah yang dibentuk

sntek Mmelakaanakan ketanthan saraturan pare ndang-andanann &lamx
kebutuhan daerah yang tidak t'-\rmasuk!cP lan 8 Se retanatﬂDaerah

Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Deerah, W:iayah atau

Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja yang sslanjutrya: dlsebut Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provms; Daerah Khusus lbukota ;
Jakarta. .

Anggaran Pendapatan dan aétama Daeran yéng selanjutnya disingikat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daorah Provinsi

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta

15.

16.

17,
18.

Satuan Kerja Perangkat Daerah ryaﬁg selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangket Daerah Provms: Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Baglan atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa.
program.
Instansi pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat.-
Pajak Daerah adalah luran wajih yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaky, yang digunakan untuk membiayai penyeienggaraan }
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
BA3 |l
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BPKD merupakan unsur pendukung Pemerintah” Daerah di bidang

penge{oiaan keuangan dan aset daeiah.



(3)

(1)

(2)

(2) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mefa.u Sekretaris
Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BRPKD dibantu oleh seorang
Wakil Kepala Badan.

Pesal 3

BPKD mempunyal tugas menyeiengqarakan pengeioiaan keuangan
dan aset daerah

Untuk maiaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada ayat (1),
BPKD mempunyai fungsi ;

a.

b.

ad.

penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja .dan anggaran
BPKD; _
penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengeio%aan
keuangan dar: aset daerah; o
penyucunan kebijakan umum anggaran (KUA) Derkoordinasi
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
penyusunan prioritas dan piafon anggaran (PPA) Derkoordinasi
dengan Badan Perencanaan Pambangunan Dasrah;
penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; o
penyusunan laporan  keuangan  daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
pengesahan dokumen pelakeanaon anggaran SKPD;
pengendalian pelaksanaan APBD;

pemberian petunjuk teknis pelaksanaan s&st(-m . penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang .
telah ditunjuk; S

. pengusahaan dan pengaturan dana yang rdipeﬁ_ukan dalam

pelaksanaan APBD;
penyimpanan uang daerah,;

nanetanan surat penyediaan dana.(SPD);
pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelctaan/
penatausahaan investasi daerah; _
pelaksanaan pembayaran berdasarkan permmtaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
penyiapan pelaksanaan pinjaman dan- pembersan ;amman atas
nama pemerintah daerah;
pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemenn‘tah daerah;
pengelotaan utang dan piutang daerah;
penagihan piutang daerah termusuk fasﬂ;tas umum dan fasilitas
sosiai;
peiaksanaan sistem akuntansi dan peiaporan ke:uangan daerah
penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
penyusunan kebijakan dan pednman pengetotaan serta
penghapusan barang milik daerah;
penunjukan kuasa bendahara umum daera™ (KBUD),
pembinaan dan pengembengan tenaga fungs;onal dlbndang
pengelolaan Keuangan,
fasilitasi pengembangan ke jasama keuangan;



ab.
- ac.

ad.
ae.

ag.
ah.

ai.

al

ak.

penelitian pengembangan keuangan daerah;

pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan dan/atau
tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD te tentu;

pengadaan, penatausahaan, penyimpan.n, pendistribusian dan
penghapusan barang daerah yang tidak . diserahkan pada
SKPD/UKPD tertentu;

genyubunan harga satuan barang; == ‘
rgRmrsindelae Es A pGra e gwr&gngguﬁgjawuhuﬂ el e
dekonsentrasi;

pengoordinasian, monitoring, dan pengendaizan pelayanan pajak
dan pemungutan retribusi daerah;

penyediaan, penhatausahaan, penggunaan, pemeiiha ‘aan dan
perawatan prasarana dan saana kefja,

pemberian dukungan teknis dan administratif kepada rnasyarakat

dan perangkat daerah;
pengaeinlaan Ssa;smﬂawaimn. kauangan, harang, dan kettatmlsahaan
BPKD;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaraan tugas. dan
fungsi. -

BAB 1l
OROANIBABI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi BPKD "sebagai berikut :

o

Kepala Badan;

Wakil Kepala Cadan;
Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum,; _
2. Subbagian Kepegawaiun;

. 3. Subbagian Program dan Anggaran

4. Subbagian Keuangan.

Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Subbidang Anggaran Sekretaraat Daerah Sekretarfat DRRD
dan Wilayah;

2. Subbidang Anggaran Dmas

3. Subbidang Anggaran Lembaga Teknts Daerah

Bidang Fendapatan Daerah, terdiri daii :

1. Subbidang Pajak;

2. Subbidang Dana Perimbangan;,

3. Subbidang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi {; .

2. Subbidang Akuntansill; '

3. Subbidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

fdang Perbendaharaan den Kas Daerah, terdiri dari :

Subbidang Perbendaharaan;

2 Subbidang Kas dan Bank;

3. Subbidang Pelaporan Arus Kas.



@)

)

)

®)

k.

I

Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdirl dari ;-

1. Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Aset;

2. Subbidang Kerjasama Pomanfaatan Aset;

5. 3ubliuang Penerimaan Aset dari Fihak Il : :
Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset, terdiri dari .
1. Subbidang Pengendalian dan Stanidarisasi;

2. Subbidang Perubahan Status Aset;

3. Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi.
migang MEMBINGAR, TEraIF aait :

1. Subbidang Pembinaan Keuangan Daerah; .

2. Subbidang Penyertaan Modal Daerah;

3. Subbidang Pembinagn Badan Layanan Umum. -
Unit Pelaksana Teknis; '
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bégan susunan organisasi BPKD sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas .

d.

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3; o '
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,

Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelornpok Jabatun Fungsional;, -
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi BPKD; o :

melaporkan dan mempertanggungjawabkan ‘pelaksanaan tugas
dan fungsi badan. ‘ - ' '

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKD sébagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah disingkat PPKD dan Bendahara Umum Daerah disingkat
BUD. . _

Kepala BPKD selaku Pejabat Pengeioia' Kcuangan Daerah (PPIKKD)
~ dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak. ' '

Bagian Ketiga
" Wakil Kepala Radan

Pasal 6

(1) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas :

membantu Kepala Badan dalam mem-impin pelaksanaan tugas -
dan fungsi badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinas: dengan

instansi pemerintah;



£

(1)
(2)

(M
(2)

maempbany Kepala Badan dalam koordinasl, ¢ pengendallan
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan dan
pelaksanaan rencana strategis Badan;

membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis
Badan; w o
membantu Kepala Badan dalam monitoring dan ‘pengendalian
penerimaan pendapatan dagrah dan pengeluaran belanja daerah;
mambant  Kepaia  Badar  dalam - mengeardinagiken - dan -
mengendalikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaben pelaksanaan £PBD;

membantu Kepala Badan calam = koordinasi, monitoring,
pengendalian dan evaluasi pengelolaan aset daerah;

melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan;

mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya. - :

Wakil Kepala Badan dalam melaksangkan tugasnya ber_kedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. :

Bagian Keempat
Sekretariat -

Pasal 7

Sekretariat merupakan unit kerja staf BPKD.

Sekretariat dipimpin oleh seorang  Seketaris ‘_Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan. ) - -

Pasal 8

Sekretariat mempuhyai tugas administrasi BPKD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -
Sekretariat mempunyai fungsi © o ' :

a.

b.
- €.

penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan angaaran (LDPA) Sekretariat; - -
pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat;
pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja
dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
BPKD; . . _ S
pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) badan oleh unit kerja
BPKD; ' o o
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPKD;
pembinaan dan pengembangan tenaga- fungsional dan tenaga
talnig RPKD): : ' _ '
pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan -kotatausehran
BPKD;

. pelaksanaan pengaturan acira BPKD;

pelaksanaan surat menyurat dan kaarsipan BPKD;

.pemeliharaan dan perawatar. prasarana dan sarana kerja BPKD;



k. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan kmerja ksgiatan

(1)

(2)

(3)

(1)

dan akurtablitas) BT
I.  penyusunan bahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang
terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat; ‘
m. penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Sekretariat;
n. pengelolaan $1stem informasi rmanajemen nengeiotaan keuangan
daerah;
0. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugab dan fun93|
Sekretariat.

Pasal 9

Subbaq:an Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan administrasi umum BPKD, '

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab- kepada Sekretaris
BRKD. ‘ o N

Subbagian Umurﬁ mempunyai ‘ugas :
a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran. (RKA) dan

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Selretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan angg aran (DPA) Sekretariat

sesual dengan Hngkup tugasnya;
¢. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearatpan antara lain

meliputi pererimaan, pencatatan, pentaklikan,” penomoran,
stempel, pendistribusian dan penglrlman surat serta penylmpanan
penelusuran dan pemeliharazn arsip; :

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebers:han keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana keija seperti bangunan gedung dan inventaris kantor,

f. muolakeanakan  hkogiatan prosee pongadoon porlobgkopan/
peralatan/inventaris kantor; : .

g. melaksanakan pengelolaan ruang = repat/pertemuan  dan
perpustakaan badan; _ :

h. melaksanakan upacara dan pengaturan acaa BPKD;

i. menghimpun bahan, menganalisis dan mangajukan kebutuhan
perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;

j. menerima, manyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/
peralatan/inventaris kantor; '

k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang,

I, menyampaikan pencatatan, penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian dan penghapusan barang kepade Subbagian
Keuangan untuk dibukukan;

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Subbagian Umum;

n. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas,
Subbagian Umum,;

0. melaporkan dan mempeﬁanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal 10

Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja sekretanat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian BPKD.



(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah ‘an b)ﬁanggung jawab kepada
Bakrotaris BPKD.

(3

(1)
(2) ¢

(3)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan

" dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan

lingkup tugasnya;
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretanat

sesual dengan lingkup tugasnya,;
melaksanakan perencanz.an kebutuhan, penempatan mutasi,

pengembangan, pendidikan dan pslatihan pegawai;

melaksanakan monitoring, pengeadalian, pembinaan,
pengembangan, dan pelaporan kinerja.dan disiplin pegawai;
melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan penghargaan,
kenaikan pangkat, cuti, dan pensiun pegawai,

menyiapkan dan men.proses administrasi pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan Jari jabatan;
monghirhpun, mongolah, menydlikan  dad  momdlibara  data,
informasi dan dokumen kepegawaian pegawai termasuk daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkaian
pegawai;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait tugas Subbagian Kapegawaian;

menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkazt dengan tugas
Subbagian Kepegawaian; :

meiaporkan dan mgmpertanaqunq;awabkm pelaksanaan tugas
Subagian Kepegawaian.

Pasal 11

Subbagian Program dan ‘Anggaran merupakan satuan karja .
sekretariat dalam pelaksanaan tugas program <lan anggaran BPKD.

Subbagian Pro§ram dan Anggaran dipimpin oleh séorang Kepala

Subbaglan yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Sekretaris BPKD.

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA)} dan
dokumen peiaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya, '
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya

menghimpun bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran,
(RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan rencana
strategi BPKD;

melaksanakan monitoring, pengendaizan dan evaluasn dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) BFKD;

menerima, meneliti, dan  memproses pengajuan penerbitan/
pencetakan surat perintah membayar (SPM) untuk anggaran
belanja BPKD;

memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan rencana
kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran
WwWirm) Lapuian kinetja, laporan kegialan dan laporan akuntabilitas

terhadap unit kerja BRPKD;



)

2)

BN

menghimpun bahan dan menyustn Iaporan kinerja, keglatan dan
akuntabilitas BPKD;

mengoordinasitan penyusunan rencana Kerja dan anggaran
(BKH) dan ddkumeon polakeandor anggaradh (P A) Buhrota fet;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkalt denqan tugas Subbagian Program dan

- Anggaran;

melaksanakan pengelolaan  sisteir informasu manaiemen
pengelolaan keuangan daerah;

mengoordinasikan penyusunan |aporan I:nerja kegiatan dan
akuntabilitas Sekretariat;

menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas
Subbagian Program dan Anggaran;

. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Subbagian F’rogram dan Anjgaran.

Pasal 12

Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja uekretareat BPKD

‘dalam pelaksanaan pengelolaan ketangan BPKD.

Subbagian Keuangan d:plmpm oleh seorang Kepala Subbag;an yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

BPKD.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

oo

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sexretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya,

. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPf ) Sekretariat

sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan penatausahiaan keuangan BPKD; -

menerima, meneliti  kelengkapan dan -memproses surat
permintaan pembayaran (SKFP) vang diajukan oleh bendahara :
BPKD;

menerima,  meneliti kelengkapan dan memproses ‘surat
permmtaan pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara BPKD;
menerima dan meneliti/menguji keiengkapan persyaratan tagthan _
pengeluaran helanja BPKD;
menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban o
keuangan; :

- melaksanakan anggaran be anja bunga, bolanja subSIdi belanju

hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga;

" menghimpun bahan dan menyusun_ laporan keuangan (realisasi

anggaran, neraca dan catatan atas laporan ceuangan) BPKD;
memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan .
pertanggungjawaban. dan laporan. keuangan -kepada -urit kerja-
BPKD;

mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultas: teknis
kepada bendahara BPKD,;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Subbagian Keuangan;

. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkatt dengan tugas

Subbagian Keuangan;

. menyusun laporan dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas
“dan fungsi Subbagian Keuangan.
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Bagian Kelima

Bidang Anggaran -

Prawml 49

Bidang Anggaran merupakan urit kerja lini BPKD dalam peldksanaan
penganggaran APBD.

Bidang Anggaran dipimpin oieh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

~ Badan.

Pasal 14
Bidang Anggaran mempunyai tugas pangangga an APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dircaksud pada ayat (1),
Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. ponyusurnan roncona Kerls dan anggarar (RKA) dan dokumian®
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Angyaran; ,

b. pelaksanaan dokurnen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Anggaran,

‘c¢. penyusunan bahan  kebijakan  umum - an_ggaran {KUA),

berkoordinasi dengan Bedan = Perencanaan Pembangunan
Daerah; - k o
d. penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara/anggaran
(PPAB/PPA),  borkoordinaei dorgan Badan Perencansen
Pembangunan Daerah;
. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
penyusunan rancangan penjabaran APBD; - :

. penyusunan pedoman pelaksanaan APBD . :
pelaksanaan proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran‘ '
(DPA) SKPD/UKPD;

i. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yanq
terkait dengan tugas dan funasi bidang anggaran;

k. penerbitan surat penyediaan dana (SPD);

l. penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai APBD/APBD

" Perubahan;

m. penyusunan nota/sambutan/pen;eiasanl}awaban Gubernur terkalt

- dargar TLacangan APBD, penetapan APBD dan perubahan
APBD o

n. penyiapan bahan Iaporan Badan yang terkait dengan tugas dan °
fungsi Bidang Anggaran; .

0. pelaporan dan pertanggungjawaban peiaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Anggaran.

e
i
g. penyusunan kebiiakan teknis APRD;
h
i

Pasal 15

Subbidang Anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Wilayah merupakan satuan kera Bidang Anggaran dalam

 pelaksanaan penganggaran APBD untuk Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Wilayah.
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Subbidang Anggaran Sekretariat Dzerah, Sekretariat DPRD dan
Wilayah dipimpin  oleh seorang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Anggaran.

ﬁ}”’r‘hi‘ e aﬁmmam{w Dekratariat Basrahi e bratariat BPRB  den

ifayah mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anjgaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DP/.) Bidang Anggaran sesuai
dengan lingkup tugasnya; . :

b, melaksanakan dokumen pelaksaraan arjgaran (DPA) Bidang

Anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. . menyiapkan bahan penyusunan rancangan KUA dan PPA/S untuk
Sekretariat Daerah, SeKretariat DPRD, dan Wilayah;

d. menghimpun dan menganalisis rencana Kkerfja dan anggaran
(RKA) dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Wilayah -
sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD termasuk untuk
APBD perubahan; '

e. menghimpun dan menganalisis dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Wilayah
sebagai bahan penyusunan penjabaran APBD; .

f. menyiapkan hahan raneangen pearaturan Daarah ARBD terkait
dengan anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan-
Wilayah termasuk untuk APBD perubahan; ;

g. menyiapkan dan memproses pengesahan dokumen pelaksanaan
anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan
Wilayah; , :

h. menyiapkan rancangan anggatan kas triwulanan/semesieran/
tahunan Sekretariat Daerah, 3ekretariat DPRD, dan Wilayah;

i. menyiapkan anggaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga; _

j. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) untuk anggaran
Sekretariat Daerah, Sekreta iat DPRD, dan Wilayah; |

k. 1ienyamwan data dan informasi pelaksanaan belanja daerah
berdasarkan pelaksanaan anggarain belanja Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, dan Wilayah; o _

I menyiapkan anggaran belanja pegawai Sekretariat Baerah,
Sekretariat DPRD, dan Wilayah; : '

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengalolaan keuangan

daerah vyang terkait dengan tugas Subbidang Anggaran
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Wilayah;, '
n. menyiapkan bahan laporan Bidarg Anggaran yang terkait dengan
tugas Subbidang Anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
dan Wilayah;
0. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
~ Subbidang Anggaran Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan
Wilayah. .

Pasal 168

Subbidang Anggaran Dinas merup'al{-an satuan kerja Bidang
Anggaran dalam pelaksanaan penganggaran APBD untuk dinas.

Subbidang Anggaran Dinas dipimpin oleh seorang Ke‘paia Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Anggaran. _
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(3) Subbidang Anggaran Dinas mempunyai tugas :

(1)

~ kerja Bidang Anggaran dalom pelaksanaan penganggaran APBD. -

@)

3

a.

o

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bldang Anggaran sesual
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang

Anagrran sesuai dengan lingkup HaRanya;
menyiapkan bahan penyustnan rancangan KUA dan PPA/S yang

untuk Ly dan Sa'pol PP;

. menghimpun dan menganalisis rencana kerja dan anggaran

(RKA) dari Dinas dan Satpol PP sebagai bahan penyusunan
Rancangan APBD termasuk untuk APBD perubahan;

menghimpun dan menganalisis dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) dari Dinas dan Satpol PP sebagali bahan penyusunan

penjabaran APBD);
menylapkan pahan rancangan peraturan Daeran A#’BB terkait -

dengan anggaran Dinas dan Satpol PP termasuk untuk AFBD
perubahan;

. menyiapkan dan memproses pengesahan dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA)/DPPA Dinas dan Satpol PP;

. menyiapkan rancangan anggaran belanja pegawae kas triwulanan/

semesteran/tahunan Dinas;

menyiapkan surat penyediaan dana (&PD) untuk anggaran Dinas:
dan Satpol PP;

menyajtkan data dan informasi pelaksanaan belanja da srah -
berdasarkan pelaksanaan anggaran belanja Dinas dan Satpol PP,
menyiapkan anggaran pegawai Dinas dan Satpoi PP,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengeiolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Sul bidang Anggaran Dinas;

. menyiapkan bahan laporan Bidang Anggaran yang terkait dengan

tugas Subbidang Anggaran Dinas;
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Anggaran Dinas. '

Pasal 17

Subbidang Anggaran Lembaga Teknis Daerah merl}pakan satuan

untuk lembaga teknis daerah dan lembaga lain.

Subbidang Anggaran Lembaya Teknis Daerah dipimpin oleh seorang . .
Kepala Subbidang yang berkedudukan -di bawah dan ‘bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Anggaran. '

Subbidang Anggaran Lembaga Teknis Daerah mempuhgai tugas :

a.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Anggaran sesuai
dengan lingkup tugasnya; ' '
melaksanakan dokumen pelaksanaan. anggaran (DPA) Bldang
Anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan rancangan KUA dan PPA/S yang

- untuk lembaga teknis daerah;

menghimpun dan menganalisis kerja dan anggaran (RKA) dari
dinas sebagai bahan penyusunen Rancangan APBD termasuk
untuk APBD perubahan;

menghimpun dan menganalisis dokumen welaksanadn anggaran
(DPA) dari lembaga teknis daeah dan lembaga taln sebagai

-:bahan penyusunan penjabaran APBD;
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f. menyiapkan bahan Rancargan Peraturan Daerah APBD terkait
dengan anggaran lembaga teknis daerah;

g. menyiapkan dan memproses pengesahan dokumen pe;aksanaan _
anggaran (DPAYDPPA lembage tsknis daerah;’ '

h. menyiapkan anggaran belanja pegawai lambaga teknis daerah; .

i. menyiapkan rancangan anggaran kas trlwuaananlsemesferanl

tahunan lembaga teknis daerah;
i. menyiapkan surat penyedlaan dana (SPD) untuk anggaran

lembaga teknis daerah dan lembaga lain;

k. menyajikar data dan informasi pelaksanaan belanja daerah
berdasarkan pelaksanaan anggaran belanja lembaga teknis
daerah; _

I. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
(RKA) dan dokumen pelaksaraan anggaran (DPA) Bidang

Anggaran, )
m. menyiapkan bahan perumusan kebljakan pengelolaan keuangan

daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Anggaran Lembaga
Teknis Daerah; ' '

n. menyiapkan bahan laporan bidang anggaran yang terkait dengan

tugas Subbidang Anggaran Lembaga Teknis Daerah;

0. melaporkan dan mempertaiggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbidang Anggaran Lembaga Teknis De erah

Bag:aan Keenam .
Bidang Peidapatan Daerah
Pasal 18

Bidang Pendapatan Daerah merupakan unit <erja lini BPKD dalam

pongsloiaan pendapatan dasran,

Bidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Blddng_
vang berkedudukan di bawah dan bertanggur‘g jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 19

Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksznakan
pengelolaan pendapatan daerah. o

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : '

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen’ |
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pendapatan Daerah;

' b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang

Pendapatan Daerah;

c. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dari
pajak daerah, dana perimbangan, retrxbusa daerah dan lain-lain
pendapatan daerah;

d. pelaksanaan koordinasi perumusan kebtjakan teknis pemungutan
pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah;

e. pelaksanaan penetapan plafon pendapatan daerah dari pajak
daerah, refribusi daerah dar. lain-lain pendapatan; '
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pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi realisasi
pendapatan daerah dari pajak dauvrah, dana -perimbangan,
retribusi daerah, dan lain-luin pendaptan daerah;

pelaksanaan perhitungan pendapatan daerah® dari dana
perimbangan; ' -

pelaksanaan koordinasi dengan instans' pemerintah terkait
dengan dana perimbangan termasuk dana alokasi umum (DAU)
dan dana alokasi khusus (DAK) ' o

penyajian rencana dan realisasi peneriinaan oendapatan daerah;
pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi sumboer
pendapatan daerah; ‘ :
penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan.keuangan
daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pendapatan
Daeraiy, : _

penyusunan bahan nota keuangan di Bidang Pendapatan;

. penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengen tuges dan -

fungsi Bidang Pendapatan Daerah;
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pendapatan Daerah. : '-

Pasal 20'

Subbidang Pajak merupakan satuan kerja Bidang Pendapatan
Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah:. ‘

Subbidang Pajak dipimpin oleh secrang Kepala Subbidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pendapatan Daerah.

Subbidang Pajak mempunyai tugas :

. a.

menyusun bahan rericani kerja dan anggaran (RKA) dan
uokun.on  pelaksanaan anggaran [DPA) Bidang Pendapatan
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; o ‘
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

melakukan perencanaan pendapatan daerah dari pajak daerah;
melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi realisasi.
pendapatan daerah dari pajak deerah; -

melakukan administrasi pendapatan daerah dari pajak daerah;
melakukan pembinaan peningkaran pendapatan daerah dari pajak
daerah; Y
melakukan koordinasi perumusan kebijakan pemungutan pajak
daerah; : i :
melaksanakan analisis, evaluasi, pénelitian Gan pengembangan.
potensi sumber pendapatan daerah; S e
melakukan koordinasi peningkatan pelayanan pajak daerah; .
menyajikan data dan informasi pendapatan daerah dari pajak
daerah; _ P i
menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan

- daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Pajak;

menyiapkan bahan laporan Bidang Pendapatan Daerah yang
terkait dengan Subbidang Pajak; :

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
~ Subbidang Pajak.
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Pasal 21

Subbidang Dana Perimbangan merupakan satuan kerja Bidang
Pendapatan Daerah dalam pengclolaan dana perimbangan.

Subbidang Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah. .

Subbidang Pana Perimpangan mampunyai thaas |

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pendapatan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,

c. melakukan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dari dana -

~ bagi hasil pajal dan bukan pa'gak; o o

f. mpiakuken Keordinas persheBnaun pencapatan daosrah der dana
alokasi umum dan dana alokasi khusus; ‘ :

¢. melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi realisasi
pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;

f melakukan koordinasi, pengendalian. dan evaluasi realisasi
pendapatan daerah dari dana alckasi umum dan dana alokasi -

khusus; :

- g. melakukan administrasi pendagatah'daerah dari dana bagi t.asil |

o

@

(3)

E‘ﬁ{‘jask dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi

5US;

h. menyajikan data dan informasi pendapatan daerah dari lingkup
dana perimbangan; _ -

i. melaksanakan koordinasi analisis dan evaluasi potensi sumber
pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak,
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus; ‘

j. menyiapkan bahan perumusan kzbijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan Subbidang Dana Perimoangan; .

k. menyiapkan bahan laporan Bidang Pendapatan Daerah yang

. terkait dengan tugas Subbidang Dana Perimbangan;

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbidang Dana Perimbangan. ' :

Pasal 22
Subbidang Retribusi dan Lain-Lain Pehdapaian merupakan satuan
Kerja Bidang Pendapatan Daerah dalam pengelolaan retribusi dan
lain-lain pendapatan da¢rah. :

Subbidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung =

jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Dz erah.
Subbidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan méempunyai tugas

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pendapatan
Daerah sesuai dengan ling<up tugasnya; -~

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan ancgaran (DPA) Bidang -
- Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; '

c. melakukan perencanaan pendapatan daereh dari retribusi daerah
~ dan lain-lain pendapatan dengan SKPD/UKFr T terkait;
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d. melakukan monitoring, pmgendalian dan evaluasi realisasi

| gepcéaae%%n %%%’;%{‘ﬁﬂéﬂf%‘ %?afﬂ;h dan lain-lain pendapatan

e. melakukan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dari
pemanfaatan hasil kekayaan daerah dengan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dan SKPD/UKPD terkait;

f  melakukan administrasi pandapatan daerah dari generlrnaan

~ retribusi daerah dan lain-lain pendapatan; :
g. menyajikan data dan informasi pencdapatan daereh dari retribusi

daerah dan lain-lain pendapatan;
[N STt et T T A R T H e Y iﬁﬂﬁlf‘iﬁﬂﬂ’!mﬁ 0 B U o R 1 g R WWFf
retribusi daerah dan lain-tain pendapatan;

i. melakukan analisis dan evaluasi potensi pendapatan daerah dari
retribusi daerah, BUMD daua lain-lain pendapatan,

j.  melakukan koordinasi perumusan kzbijakan teknis retribusi daerah

dan lain-lain pendapatan daerah, .

k. menyiapkan bahan  perumusan  kebijakan  pengelolaan
keuangandaerah yang tcrkait dengan tugas Subbidang Retribusi
dan Lain-Lain Pendapatan:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(RKA) dan dokumen pslaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pendapatan Daerah; _
m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
- kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pendapatan Daerah; :
n. menyiapkan bahan laporan bidang pendapatan daerah yang
terkait dengan tugas Subbidang Retribusi dan Lain-lLain
Pendapatan; ‘
o. melaporkan dan mempertunggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan.

Bagian Ketujuh
Bidang Akuntasi dan Pelaporan Ketangan -

Pasal 23

‘Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keﬁangan merupakan unit ketja lini

BPKD dalam penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. -

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dl bawah dan bertar.ggung 3awab
kepada Kepala Badan

Pasal 24
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas.

melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah. ‘

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ayat :('1),'
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kerja dan ahg'garan-(RKA) dan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Akuntansi dan Pelaporan -

Keuangan,;

 b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DF’A) Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; _
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o

penyusunan kebijakan, sistem Jan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah; ' )

' ““{””“‘1’““”% &Eat&ﬁnpgggatgfgmum IS EI PR Wﬁﬁéﬁan’mﬂ e i

antara lain n dan pengikhtisaran
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. penyusunan laporan keuangan daerah antara lain meliputi laporan
realisasi anggaran (LRA), laporan arus kes (LAK), neraca dan
catatan atas laporan keuanjan (CALK) sssuai dengan standar

- akuntansi pemerintahan (SAP); _
f. pelaksanaan konsolidasi laporan keudangar dari seluruh SKPD/
CUKPD dan instanal yang mangaunekan APRD. sxbiagai atan
~ penyusunan laporan keuangan daerah;,

g. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan daerah terhadap SKPD/UKPD atau instansi
yang r.enggunakan APBD; ' ‘

h. pelaksanaan bimbingan dan konsuitasi teknis penyusunan laporan
keuangan terhadap SKPD/UKPD  atau ins.ansi yang -
menggunakan APBD; o B

i, pelaksanaan koordingei dengan lembaga negara atau inetansi
pemerintah terkait dengan pertanggungjawaban keuangan'daerah;

i. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang -

am rangka

terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan '

Keuangan, : ] o
k. penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan.
fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
| pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
funosi Bidano Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasul 25

Subbidang Akuntansi | merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan dalam pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
untuk anggaran SKPD/UKPD pada lingkup bidang pemerintahan,

pembangunan dan lingkungan hidup. . S

Subbidang Akuntansi | dipimpin oleh suorang Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporar. Keuangan. ' C

Subbidang Akuntansi | mempunyai tugas :

a. menyusun buhan rencana keja dan  anggaran (RKA) dén ,
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Akuntansi dan-
Pelaporan Keuangan sesual dengan lingkup tugasnya, E

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: sesusi dengan lingkup -
fugasnya, ' E

“¢. rnenghimpun data dan bukti transaksi serta dokumen keuanga‘r{

lainnya dari SKPD/UKPD pada lingkup bidang pemerintzhan,
pembangunan dan lingkungan hidup; - ' '

d. meneliti menyusun dan mengadministrasikan seluruh  bukti
transaks! dan dokuman ketiangan lalnnya dafl SKPD/UKPD pada
lingkup bidang pemerintahan, penbangunan dan lingkungan
hidup; ‘

e. melakukan verifikasi atas leporan pertanggungjawaban bendahara
penerima SKPD datam rangia rekonsiliasi penerimaan;
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f. melaksanakan pencatatan atas transaksi ke dalam buku jurnal; .

‘g. melaksanakan pengikhtisaran (posting) ke dalam buku besar

dan buku besar pembaniu;
h: melaksanakan kereksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian
terhadap akuntansi dalam rangka men usun laporan keuangan

pada akhir tahun;

i. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara penod;k
meliputi laporan realisasi anggaran, nejaca, dan catatan atas’
laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan terhadap laporan keuangan (realise si anggaran,
neraca dan catatan atas laporan keuangan) SKPD/UKPD pada

lingkup bidang pemermtahan pembangunan dan lingkungan
AU

j- melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan

laporan keuangan terhadap SKPD/UKPD pada lingkup bidang
pemerintahan, pembangunan dan lingkungan hidup; _
k. menyusun bahan nota/sambutan/penjelasan/jawaban Gubernur

dalam rangka pertangg ingjawaban pelaksanaan APBD terkait "

dengan laporan keuangan dari SKPD/UKPD pada lingkup -
Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

. menyiapkan bahan perumusan kedijakan pengelolaan
keuangan daesrah vyang terkait denuan tugas Subbidang
Akuntansi [; _ -

m. menyiapkan bahan laporan Bidang Akuntansi dan Pelapuran’
Keuangan yang terkait dengan tvgas Subbidang Akuntansil;

n. melaporkan dan mempertanggungjawal <an pelaksanaan tugas
Subbidang Akuntansi L. ' _

Pasal 26

{1) Subbidang Akuntansi il merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan dalam pelaksanaan akuntansi keuangan .
daerah untuk anggaran SKPD/UKPD pada lingkup bidang
perekonomian, administras: dan kesejahteraan masyara! at.

@)

®

Subbidang Akuntansi I dipampln oleh seorang ‘Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia
Bidang Akuntansi den Pelaporan Keuvangan. :

a.

‘Subbidang Akuntansi il mempunyai tugas :

menyusun bahan rencana kerja dan anggarah (RKA) dan

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Akuntansi dan - :

Pelaporan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Xeuangan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

menghirnpun data dan buki transaksi serta dokumen keuangan
Wiy vari SKPD/UKPD  padi. lingkup  perekonomian,
administrasi dan kesejahteraan masyarakat; ‘
meneliti, menyusun dan mengadministrasikan seluruh bukti
transaksi dan dokumen keuangan lainnya dari SKPD/UKPD pada
lingkup bidang perekonomian, administrasi dan kesejahteraan
masyarakat;

melaksanakan pencatatan atas transaksi kedalam buku jurnal; -

- melaksanakan pengikhtisaran (posting) ke dalam buku besar dan

buku besar pembantu;
melakukan verifikasi atas laporan pertanggung}awaban bendahara
penerima SKPD/UKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan;
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‘h. 'meiaksanakan koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian

terhadap akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan
pada akhir tahun; ' ‘

[. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik
meliputi laperan realisasi anggaran:; neraea, dan eatstan atas
laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
terhadap laporan keuangan ({realisasi anggaran, neraca dan
catatan atas laporan keuangan)} SKPD/UKPD pada iingkup bidang.
perekonomian, administrasi dan kesejahteraan masyarakat; _

j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan
laporan keuangan terhadap SKPD/UKPD pada lingkup bidang

- perekonomian, administrasi Jan L.esejahteraan masyarakat;

K. menyusun bahan nota/sambutan/penjelasan/jawaban Gubermur
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait-

dengan laporan keuangan dari SKPD/UKPD pada lingkup bidang -
perekonomian, administrasi dan kesejahteraan masyarakat; -

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran

- (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang .
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; ) L S

m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, Kinerja, -
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Al tileloiah _

n. menyiapkan bahan perumusan kehijakan pengelolaan keuznyan
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Akuntansi I;

0. menyiapkan bahan laporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan yang terkait dengan tugas Subbidang Akuntansi 1l;

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pzlaksanaan tugas
Subbidang Akuntansi Il. :

Paenal 27 -

Subbidang  Akuntansi Pelaporan  dan Pertanggungjawvaban
merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .
dalam penyusunan akuntansi pelaporan dan’ pertanggungjawaban = -,
keuangan daerah. ' : ’ - '

Subbidang Akuntansi Pelaporan dan Pertancgungjawaban dipimpin . -
oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan _
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan -
Keuangan, : o ’ IR S

Subbidang  Akuntansi  Pelaporan  dan _Pertahggungjawaban' .
mempunyai {ugas : ‘ S ' SO '

- a. menyusun bahan rencana kerja dan anggarari (RKA) dan

dokumen pelaksanaan anggaran (UPA) Bidang Akuntansi dan -
- Pelaporan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; '
b. melaksariakan dokumen pelaksanaan anggaran (JPA) Bidang

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan lingkup:
tugasnya; ' ' : o o
menyusun laporan realisasi keuangan daerah secara periodik;
melaksanakan pengakuntansian SKPKD/|IKPD dan BLUD:
melaksanakan pengakuntansian selain kas, :
menyusun dan menygjikan laporan keuangan konsolidasian
- Pemerintah Provinsi DK| Jakaria secara p ariodik meliputi laporan
. realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan
- keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

o Qo
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“g. menyusun dan menyajikan laporan .keua'ng an prognosis;

h. menyusun sistem akuntansi dan pe.aporan keuangan daetrah;

i. renyusun rancangan perawran .daerah pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; S -

j. melakukan tindak lanjut laporan f.asil pemeriksaan (LHP) BPK R
atas audit laporan keuanaan pemarintah provinsl dki jakarta;

k. menyiapkan penyampaian laporsn keuangan atas pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada DPRD, Menteri Dalam HMegeri, Menteri Keuangan dan
BPKRI;

I mengoordinasikan dan  mengkompilasi  laporan  dana

dekonsentrasi;

~ m. menyajikan data dan informasi perianggungjawaban peiaksanaaﬂ

e @

(1)

(@

APBD;,
n, manyiapkan bahan parumusan kebiiakan pencelelgan keuardan
daerah terkait dengan tugas Subbidang Akuntansi Pelaporan dan

Pertanggungjawaban; 4

0. menyiapkan bahan laporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan yang terkait dengan tujas Subbidang Akuntansi
Pelaporan dan Pertanggungjawaban;,

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- Subbidang Akuntansi Pelapo-an dan Pertanggungjawaban.

Bagiar. Kedelapan
Bidang Perbendaharaan dan Kas Danrah
Pasal 28

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah minrupakan unit kerja lini
BPKD dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan dan kas daerah,

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah_ dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab . .
kepada Kepala Badan. '

Pasal 29

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daeraﬁ mempunyai tugas.
perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perbendaharaan dan {<as Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;(RKA) dan dokumen |
pelaksanaan anggaran (DPA) bidar.g peryendaharaan dan kas
daerah; : .

b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bidang
perbendaharaan dan kas daerah; ' '

c. penerimaan dan pencatatan/pembtukuan penyetoran pendapatan
daerah; ' :
d. penyimpanan uang daerah;
e. pengaturan optimalisasi dana daerah yang diperlukan dalam
- pelaksanaan APBD;
f. penempatan uang daerah pada Bank;

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pene‘imaan dan
pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan
lainnya yang ditunjuk; '
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h. pembayaran tagihan belanja berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
dengan penerbitan dan pengesahan surat perintah  pencairan
dana {(SP2D), _

i. penerbitan surat keputusan nenghentian pembayaran (SKPP) gaiji
pegawai daerah;

K Peer%ﬁsé‘él%‘aR%@Béﬁ?@gﬁgﬁééﬁ?}"ﬁ?@?%&%“fﬁ“@a“ dasrah vang

k. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang
terkait dengan petaksanaan perbeiidaharaan dan pengelolaan kas
daerah, :

| | penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan

fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
m. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi bidang perbenduharaan dan kas daerah.
Pasal 30

Subbidang Perbendaharaan merupakan satuan kerja Bidang
Perbendaharaan dan = Kac Daerali dalam pelaksanaan
perbendaharaan. :

Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh seoreng Kepala Subb‘idahg
éang berkedudukan di bawah “dan bertanggung jawab kepada Kepaia
idang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Subbidang Perbendaharaan mempunyai ttgas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan “inggaran (RKA} dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Perbendaharaan
dan Kas Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; _

b. melakeanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Porbordabaraar  Gan Kee  Dderahi eddusl durgan  ngkug
fugasnya; _ -

c. memonitoring pelaksanaan penerbitan surat perintah pencairan
dana (SP2D);

d. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas;

e. menerima, meneliti kelengkapan dokumen surat perintah
membayar (SPM}; ' ' :

f. menerbitkan. surat penoclakan surat perintah membayar (SPM) |

yang tidak memenuhi persyaratan; o L
g. mencatat setiap permintaan pembayaran surat perintah péncairan

dana (SP2D) pada kartu kendali; - - : -
h. menerbitkan dan mengesahkan surat perintah pencairan dana

(SP2D) sesuai dengan kewenangannya; ' -

i.  membuat daftar penguji surat perir}tah pencairan dana (spP2D) - "

yang telah disahkan; : _ :
j. melaksanakan proses penerbitan surat  keputusan penghentian—
pembayaran (SKPP) gaji pegawai daerah; I
k. menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP)
gaj; . _ o '
I ehdbo.. aporan pengeluaran surit perintah pencairan dana-
- (SP2Dy} L L ,
m. melaksanakan koordinasi pelaksaraan fungsi perbendaharaan:
oleh unit pelaksana teknis EPKD di Bidany Perbendaharaan;
n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuanhgan -
- daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Perbendaharaan;
0. menyiapkan bahan laporan Bidang Perbendateraaa dan Kas -
Daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Perpendaharaan;
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p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan’ pe!aksanaan tugas
Subbidang Perbendaharaan.

Pasal 31

Subbidang Kas - dan Bank merupakan satuan | kerja Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam pefoksanaan pengelolaan
kas dan banls

Subbidang Kas dan Bank dipimpin cleh seorar'g Kepala Subbidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perbendanaraan dan Kas Daerah,

Subbidang Kas dan Bank mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Perbendanaraan- -

dan Kas Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;

¢. melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan pengeluaran-
melalui Bank dan membuat laporannya;” -

d. menyiapkan bahan pengaturan optlmahsas; dana yang diperlukan . -

dalam pelaksanaan APBD;
e. melakukan kegia@an pengendaliar. dan pemantauan saido kas unit

pelaksana teknis BPKD di bidang pengelolaan kas;

f. melakukan rekonsiliasi Bank terhadap penerimaan dan
pengeluaran;

g. melaksanakan penerbltaﬂ dan paengesahan dan penyetoran Glro
Bilyet;

h. melakukan validasi giro bliypt dan surat per:niah pencalran dana
(SP2D); :

i. melakukan pencocokkan nomor rekemng bank pada girc btiye.t '
dengan surat perintah membayar (SPM);

j. memantat Aan melaporkan saldo rekenirig bank;

k. menyusun laporan harian transaksi kas danbank;

| menyiapkan bahan perumusan kebijikan pengelolaan keuangan

daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Kas dan Bank;

m. menyiapkan bahan laporan Bidang Perbendaharaan dan Kas -~

Daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Kas dan Bank; e
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan. peleksanaan tugas
Subbidang Kas dan Bank. .

Pasal 32

Subbidang Pelaporan Arus Kas merupakan satuan kerja Bidang. -
Perbendaharaan dan Kas Dacrah dalam pe[aksanaan pelaporan arus.

kas.

Subbidang Pelaporan Arus Kas diplmpin oieh seorang Kepala -
Subbidang yang berkedudukan di bawah.dan bertanggung ;swab
kepada Kepala Bidang Perbendandraan dan Kas Daerah.

Subbidang Pelaporan Arus Kas mempunyai tugas :
a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidany Perbendaharaan
- dan Kas Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
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. FRsiARsaraKan aokumen peaxsdnaan anggran (tﬁm&) maang
Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan hngkup
- tugasnya; :
¢. mengoordinasikan penyusunan rencana keria dan anggaran
(RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah;
d. membuat laporan likuiditas;

e. menyiapkan bahan perumusan kebqakan pengelotaan keuangan

daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Pelapor:n Arus Kas;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Perbendaharaan aan Kas
~ Daerah;
g. menyiapkan bahan laporan Bidang Perbewdaha{aan dan Kas
Daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Pelaporan Arus Kas;
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-
Subbidang Pelaperan Arus Kas.

Bagian Kesembilan  ~ |
Ridang Pemanfaatan Aset Daerah
Pasai 33

Eidcnc P faatan Aset Daerah mertpakan unit kerja lini BPKD -
dalam pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan aset daerc.n.

Bidang Pemanfaatan Aset Daerah dlpzmpt:, oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

Paeal 34

Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mempunya; tugas metaksanakan P

pengelolaan pemanfaatan aset daerah..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimena dlmakf*ud pada ayat (1)'

- Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mempunyal funQSI

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan doki.men -
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pemanfaatan: Aset Daerah;

b. pelaksanaan dokumen polaksanaan anggaran (DPA) Bidang'_
-Pemanfaatan Aset Daerah;

¢. penyusunan bahan kebijakan pengetoiaan keuangan. daerah yang,,_‘.'_ .

terkait dengan pemanfaatan aset daerah;

'd. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
‘e. pencatatan/pembukuan penerimaan fasilitas umum dan fasilitas

sosial aset daerah dari pihak ketiga; :
f. penerimazn penganalisaan dan. pemprosesan permohonan
pemanfaatan aset daerah dari pihak ketiga antura lain build

transfer operate (BTO) build operate transfer (BE)T) dan kerjia -

sama operasionat (KSO);

g. penilaian aset daerah dalam rargka pemanfaatan aset daerah

oleh pihak ketiga;
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pengawasan, pangendalian  dan  evaluasi p@manfaﬁmn anat

.daerah oleh pihak ketiga;

penerimaan, penilaian dan pembukuan penerim aan aset daerah
dari hibah/bantuan pihak ketiga baik langsung ke BPKD maupun
melalui SKPD/UKPD yang bukan fasilitas umum atau fasilitas
sosial;

penyusunan bahan pedoman pemanfaatan gset daerah oleh pihak

" ketiga;

m.

pembukuan, pemeliharaan, Jdan penyajian data informaasi dan
dokumen pemanfaatan aset daerah dari pihak ketlga

nelaksana~n proses pengakhiran dan penankan pemanfaatan
aset daerah dari pihak ketiga; _

penyiapan bahan laporan Badan yaag terkait dengan tugas dan
fungsi Bidang Pemanfaatan Aset Daerah;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fiingsi
Bidang Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 3%

Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Aset merupakan satuan

‘kerja Bidang Pemanfaatan Aset Daerat dalam pelaksanaan. .
- pengelolaan pemanfaatan aset oleh pihak ketige. '

Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Aaét dip’impin.oleh seorang

Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Asut Daerah

Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Aset mempunyai tugas :

a.

menyustin bahan rencana kerja dan anggaran (RKA)dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) B|dang i’"‘emanfaatan ‘Aset Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; '

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Aset Daerah sesuai dergan lingkup tugasnya; :

menerima,  menganalisis “dan ~ memproses permiohonan -

- pemanfaatar aset daerah herupa prasarana-dan sarana kota yang; |

akan dimanfaatkan pihak ketiga untuk titik reklame;
menerima, menganalisis dan memproses pemanfaatan, pinjam

pakai dan sewa aset daevah berupa prasarana dan sarana kota
yang dimanfaatkan pihak ketiga antara fain itk 'méﬁ'a'ra_f

~ telekomunikasi dan titik reklame;

memproses lelang titik rekiame dalam pr'asarana dan sarana kota
yang telah ditetapkan Gubernur;

.- membukukan, memelihara dan menyajikan data mformas; dan
 dokumen pemanfaatan aset daerah oleh. pihak ketiga seperti .
- pemanfaatan untuk titik reklame, menara te.!ekomun.k'asn sewa

aset dan pinjam pakai aset; - ‘
meny:apkan bahan perumusan kebijakan pengefolaan keuanyan
daerah yang terkait dengan tugzis Subbtdang Pemanfaatan dan
Kebutuhan Aset;

. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

yang terkait dengan tugas Subbidang Pemanfaatan dan

- Kebutuhan Aset;

melaporkan dan mempertanggunjjawabkan pelaksanaan tugas

- Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Ascet.
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Pasal 36

Subbidang Kerjasama Pemanfaatan Aset merupakan satuan kerja
Bidang Pemanfaatan Aset Daerah dalam peiaksanaan pengelclaan
kerjasama pemanfaatan aset daerah.

Subbidang Kerjasama Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pemarfaaten Aset.

Subbidang Kerjasama Pemanfaa'an Aset m‘empuhyai tugas :

a. menyusun bahan rencana keria dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran {DPA) Bidang Pemanfaatan Aset -
Daerah sesuai dengan lingkup tt'gasnya;

b. melaksanaken dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)} Bidang
Pamanfaatan Aset Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,

¢. menerima, menganalisis dan memproses permohonan kerja sama
pemanfaatan aset daerah antara lain dalam bentuk bangun serah
guna, bangun guna serah, kerjusama operasi, infrastruktur dan -
karjasama lainnya; _ :

d. menyiapkan kerjasama pomanfaatan infrastruktur dan prasarana
sarana kota, : _

e. melakukan proses pelelangan kerja saina pemanfaatan aset
daerah oleh pihak ketiga;

f. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
aset daerah yang dikerjasamakan dalam bentuk bangun serah
guna, bangunan guna serah, kerja sama operasi, infrastru.ur dan
kerja sama lainnya, : :

g. melakukan pengawasan, pergendallan dan evaluasi pemaniagtan
aset daerah oleh pihak ketiga antara lain terhadap sewa aset dan
pinjam pakai; _

h. menyusun dan menganalizis rancangan perjanjign kerja sama
pemanfaatan aset daerah, sehingga daerah tidak dirugikan;

i. membukukan, memelihara, dan menyajikan data, informasi dan
dokumen aset daerah yang dikerjasamakan;

i. melaksanakan proses pengakhiran/penghentian kerja -sama
pemanfaatan aset dan penarikan aset yang dikerjasamakan
antara lain karena waktu keija sama sudah ~elesai, pemanfaatan
aset tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama, terjadi perubahan
perunfukan, atau terjadi perubahan ketentuan peraturan .
perundang-undangan; ' ' B

k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Pemanfaatan dan
Kebutuhan Aset; )

I. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
yang terkait dengan tugaes Subbidang Pemanfgatan dan

- Kebutuhan Aset; o

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pemanfaatan dan Kebutuhan Aset... o

Pasal 37

Subbidang Penerimaan Aset Dari Pihak [l merupakan satuan kerja
Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Jalam pelaksanaan penerimaan
aset daerah dari pihak ketiga.

Subbidang Penerimaan Aset Dari Pihak 1l dipimpin oleh seorang'
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah.



(3)

Subbidang Penerimaan Aset Dari Pihak Il mempunyai tunas :

a. menyusun bahan rencaia kerja dan anggaran RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran IE)F*A) B'dang Pemanfaatan Aset

Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,
b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Aset Daerah sesuai dengan fingkup tugasnya;

¢, mencatat/membukukan fasilitas umun. dan fasilitas sosial yang

merupakan kewajiban pihak ketiga; :
d. mengoordinasikan perencunaan penerimaan fasilitas sosial dan
fasilifas umum yang merupakan kewajiban pinak ketiga; '

@. menerima, menganalisis dan membukukan penerimaan aset
' daerah yang befasal dari bantuan, sumbsngan dan hibah dan

hasil kerja sama dengan pihzk ketiga baik lingsung ke BPKD atau
melalui SKPD/UKPD; ‘
f. meneliti kelengkapan dokumen vang dipcrlukan untuk proses
berita acara serah terime aset defin'tif; :
g. memproses berita acara serah terinia bara' g dari pihak ketiga;

- h. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran

(1)

(2)

(1)

@

(RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang -

- Pemar.faatan Aset Daerah: .

i. mengoordinasikan penyusunan laporan  (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pemanfaatan Aset Daerah;

i. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan penerimaan dari pihak"
ketiga; o

k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penerimaan Aset
Dari Pihak lit;

|, menyiapkan bahan laporan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah
!ﬁ?hﬂ terksit danoan tigas Subhidang Panarimasn Aset Bari Pihalk

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas .
Subbidang Penerimaan Aset Dari Pihak Hi.

Ragian Kesepuluh

Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset

Pasal 38

Bigang Pengendalian dan Perubahan Utatus Aset merupakan unit .
kerja lini BPKD dalam pelaksanaan pengendalian dan perubahan
status aset. - '

Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset dipimpin oleh _
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. :

-Pasal 39

Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset mempunyal tugas'
raelakukan pencatatan, penetapan penggunaan, pengendalian dan
penatausahaan dokumen ase! daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana: dimaksud p"ad_a ayat =(1),
Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan - dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA). Bidang Pengendalian = dan -
Perubahan Status Aset Daerah,



(1)

(2)
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pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pengendalian dan Perubahan Status Aset Toaerah;

c. penyusunan bahan Kkebijakan pengelolaan daerah yang terkait

mamml an dan parvbahan atetun aset dearmby

d. pegﬁg%%n?pembu uan, penetapan - pengguraan dan

D

s =3 © ™

pengendalian aset daerah,;

menerima, menganalisis dan rmemproses permohonan mutasi,
pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah;

pelaksanaan inventarisasi aset daerah;

penyelesaian pembuatan dokumen hukum. otentik/asli aset
daerah;

BS%%%%%%% gﬁga?ﬁg%aan %aér? %%mamman aset aaeran;
pelaksanaan analisis, penilaian dan proses penjualan, tukar
menukar dan hibah aset daerah;

pencatatan/pembukuan dan pengakuntansian aset daerah
termasuk penilaian aset daerah dalam rangka peﬂyusunan neraca
daerah;

pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan penyajian dokumen .
hukum otentik/asli aset daera’;

. penanganan penyelesaian aset gaerah bermasalah;

pelaksanaan monitoring, pengendalian, penilaian dan evaluasi
(fisik, penggunaan dan dokumen hukum) aset daerah dalam
penggunaan SKPD/UKPD;

. w3uy.ar ... wahan laporan badan yarg terkait dengan tugas dan

fungsi Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Auet;
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset.

Pasal 40

Subbidang Pengendalian dan Standarisasi merupakan satuan kerja
Bidang Pengendalian dan Ferubahan Status Aset’ daiam peiaksanaan,
pengendalian dan standarisasi aset.

Subbidang Pengendalian dan Standarisasi divimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendeimn dan Perubahan Statua '
Aset. :

Subbidang Pengendalian dan Standarisasi mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pengendalian dan

- Perubahan Status Aset sesuai dengan lingkup tugasnya;

—h

melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaian (DPA) Bidang

Pengendalian dan Perubahan Status Aset sesua: dengan lingkup
tugasnya; ,
melaksanakan pengawasan, pengendahan dan evaluasi aset
daerah da'am penggunaarn SKPD/UKPD; ‘

. menyusun bahan perumusan kebijakan pengeiulaan barang

daerah yang terkait dengan pengendalian dar; kebutuhan;

menerima, menganalisis. dan membukukan penyerahan aset

daerah hasil pengadaan SKFD/UK?PD;

menerima, meneliti, menguji kebutuhan barang dari SKPD/UKPD;
menerima, menganalisis, inembuat rekomendasi, memproses dan
menetapkan penggunaan aset nada SKPD/UKPD;
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memonitor dan evaluasi hasil pengadaan lLarang carnl
SKPD/UKPD; o

menvusun harga satuan barang; '
melakukan kegiatan pengamanan asetf daerah antara lain melalui

RENBASUIP AN yeisman swat ouarar BErriEsaaN;

melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis panges olaan aset’
daerah oleh SKPD/UKPD;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah yang (erkait dengan tugas Subbidang Pengendalian dan
Standarisasi;

menyiapkan bahan laporan Bidang Pengendalian dan Perubahan
Status Aset yang terkait dengan tugas Subbldang Pengendalian

dean Rtandariaaeh
melaporkan dan mernpertanggunq;aw;.bkan pelaksanaan tugas:-

Subbidang Pengendalian dan Standarisasi.

Pasal 41

Subbidang Perubahan Status Aset merupakan satuan ker;a Bidang -
Pengendalian dan Perubahan Stats Ase* dalam pelaksanaan proses
perubahan status aset daerah.

Subbidang Perubahan Status Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di hawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian dar Perubahan Status Aset.

Subbidang Perubahan Status Aset mempunyai tugas :

d.

menyusun bahan rencara kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelakeanaan anggaran (DPA) Bidang Pengendalian dan
Perubahan Status Aset sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan dokumen pelaksanaan arggaran (DPA) Bidang
Pengendalian dan Perubahan Status As@t sesual dengan lingkup
fugasnya; _
menerima, menganalisis dan mpmproseb permohonan | mutasn .
pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah (barang
bergerak dan barang tidak bergerak) yang tidek dipisahkan; '
melaksanakan analisis, penilaian dan proses penjuatan tukar -
menukar dan hibah aset daerah;

memproses aset daerah yang terkena pengembangan kota;
memproses permohonan tanah brandgang, tanah eks kali/saluran/
sungail, yang terkena pengembangan pihak ketiga dan tanah
Muhammad Husni Thamrin (MHT);

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran

(RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang = - .

Pengendalian dan Perubahan Status Aset;

mengoordinasikan - penyuvsunan lanoran (keuangan, kinerja,

kegiatan dan akuntabilitas) Bidang F’enger dalian dan Perubahan
Status Aset;
menyiapkan bahan perumusan kebijaikan rengelolaan keuar*gan _
daerah yang terkait dengan tugas Subbtdang Perubahan Steatus
Aset Daerah;
menyiapkan bahan laporan Bidang Pengenda[;an dan Perubahan
Status Aset yang terkait dengan tugas Subbidang Perubahan
Status Aset;

molaporkan dan mempertanggungjawabkan polaksanaan tuges
Subbidang Perubahan Status, Aset.
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Pasal 42

(1) Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi meripakan satuan kerja
Bidang Pengendaiian dan Perubakan Status Aset dalam pelaksanaan
inventarisasi dan dokumentasi aset daerah. '

(2)'Sub’bidang Inventarisasi dan Dokumentasi dipimpiri oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status
Aset. ' -

(3) Subbidang Inventarisasi dan Cokumentasi mempunyai tugas ;

a.

- melaksanakan penilaian barang daerah:

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen velaksanaan angjgaran (DPA) Bidang Pengendalian dan -
Perubahan Status Aset sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang .
Pengendalian dan Perubohan Status Aset sesuai dengan lingkup
tugasnya; ‘ ' o
melaksanakan inventarisasi, sensus dan vurifikasi aset daerah;
melaksanakan pembuatan dokumen hukum otentik/aslt aset -
daerah; B

mencatat dan membukukan aset daerah; ,
melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan  day  penyajian _
dokumen hukum otentik/asli aset daerah: : -
menerima,  menganalisis  dan memproses  rekomendasi
permohonan HGB di atas HPL, sewa kotapraja dan tanah
bengkok; : 3

melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset BPKD;
mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset _BPKD; .
melaksanakan monitoring Jokumentasi  hukum terhadap aset
daerah dalam penggunaan SKPD/UKPD:; ' _ T
menyiapkan bahan perumusan kebijakan nengelolaan keuangan

daerah yang terkait dengan tugas 'S:ubb'idang :anentarisaSi dan’ |

Dokumentasi Aset:

- menyiapkan bahan laporan Bidang F’énger‘dalian dan Perubahan
- Status Aset vang terkait dengan tugas: b‘ubbidang [Inventarisasi

dan Dokumentasi; _ .
melaporkan dan mempertanggung}awabkan pelak_stznaan tugas

Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi.

Bagian Kaesebelas
Bidang Pembinaan

Pasal 43

(1) Bidang Pembinaan merupakan unit kerja lini BPKD dalam bidang
pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. :
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(2) Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorarg Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan baranggung jawab kepada Kepala
Badan.

Pasal 44

(1) Bidang Pembinaan mempunyal tugas melaksanakar pembinaan
pengelolaan keuangan dan aset daerah. : _

(2) Untuk melaksanakan tugas «ebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Bidang Pembinaan mempunyai fungsi:

a,
b.

C.

penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pembinaan;

pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang .
Parmbinaan; ' :
penyusunan kebijakan dan pedoman pelak3anaan pengelolaan
keuangan daerah antara luin sistem, prosedur dan peraturan

- perundang-undangan daerah (peraturan daerah, = peraturan .

Gubernur dan/atau produk hukum daerah lainnya) di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah; -
pelaksanaan sosialisasi ‘pelaksanaaan/penerapan ketentuan

~ peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan aset

daerah kepada BRPB/UIKPD; S .
pembinaan (penyusunan petuniuk.  pelaksanaan, monitoring,
pengendalian, evaiuasi, bimbingan dan konsultasi) pengelolaan
keuangart SKPD/UKPD vyang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Baden Layanan Umum Daerah (PPK BLUDY}; .
pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan evaluasi penanaman
modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) dar/atau -
badan usaha lainnya; ‘

inventarisasi dan evaluasi peraturan perur.dang-undangan daerah
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan

menyampaikan rekomendasi pelaksanaan, penerapan, kendala

atau penyempurnaannya, _
pengoordinasian penetapan pejabat yang bertanggungjawab.
dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi

pengguna  anggaran/pengguna  barang, ‘kuasa . pengguna T
anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara, bendahara -« -

pembantu dan pengurus barang; :
pelaksanaan kegiatan publikasi BPKD; _ _ '
penindaklanjutan hasil pemeriksaan intern dan ekstern atas’
kerugian daerah; - S
pemprosesan pinjaman dan pemberian  jaminan  atas nama,
pemerintah daerah; o _
pengoordinasian penyusunan bahan materi pendidikan dan
pelatihan pegawai di bidang pengelolaan keuangan daerah;

. pembinaan {petunjuk pelaksanaan, monitoring, -pengendaﬁan,-'

evaluasi.  bimbingan dan konsultasi) pengelolaan keuangan
daerah; ' : :
penyusunan bahan kebijakan pengeloiaan keuangan daerah yang.
terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan;

penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan -
Laget Tloung Pembinaan;

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pembinaan. ' _
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Pasal 45

(1) Subbidang Pembinaan Keuangan Daerah merupakan satuan kerja
: Bidang Pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan
keuangan daerah. .

(2)

(3)

Subbidang Pembinaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala SBubbidana yang berkedudukan di hawah dan bartangarng
jawab kepada Kepala Bidarig Pembinaan. = -

4.

o

‘Subbidang Pembinaan Keuangan men.punyai tugas :

menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pembinaan sesuai
dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan dokumen nelaksanaan anpgaran (DPA) Bidang
Pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah antara lain
meliputi sistem akuntansi daerah, penerimaan dan pengeluaran
kas, kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, pemungutan
pajak, pemungutan retribusi, pemungu’an retribusi daerah,
pengelolaan barang daerah, pengelolaan piutang dan hutang
daerah, kerjasama pemanfaatan aset daerah, pemberian subsidi
dan ibah/bantuan, penerimaan hibah/bantuan/sumbangan,
pengelolaan anggaran kas dan anggaran non kas, dan peraturan
perundang-undangan daerah (peraturan daerah, peraturan
Gubernur dan/atau produk hukum daerah lainnya) di bidang
pengelolaan keuangan daerah; '

memberikan bimbingan dan konsuitasi teknis pengelolaan
keuangan daerah; '
melaksanakan sosialisasi pelaksanaaan/pe'nerapan ketentuan

peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan aset
daerah kepada SKPD/UKPD; '

melaksanakan inventarisasi dan evaluasi peraturan perundang- -

undangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan. aset’ .

daerah, dan menyampaikan rekomendasi pelaksanaan,
penerapan, kendala atau penyempurnaannya; :
melaksanakan proses penetepan pejabat yang bertanggungjawab

dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain- meliputi -

pengguna anggaran/pengguna barang, Kkuasa pengguna .

anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara, bendahara

pembantu, pejabat pemunqgut penerimaan pendapatan daerah, .
pejalal pengelola piutang dan hutang daerah, pejabat yang .
melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, pejabat yang
bertugas dalam menguji tagihan dan mamerintahkan pembayaran,
pengurus/penyimpan barang; '

melaksanakan kegiatan publikasi BPKD;

menginventarisir dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
ekstern dan intern atas kerugian daerah;

melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, dan
evaluasi berkatan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah
kepada pengguna anggaran/barang, kuasa pengguna anggaran/
kuasa pengguna barang, bendahara, bendahara pembanty,
pembantu bendahara, penjurus/penyimpan Larang;

melaksanakan evaluasi dan pengﬁmbangars pola pembinaan
keuangan daerah;
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. meinkukean proses peRetapan pellimpahan Kekuasaan Guberpur
dalam bidang pengelolaan keuangan daerab;

m. menyusun koce rekening AFBD;

n. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan pengelolaan keuangan
daerah vyang terkait dengan tugas Subbidang Pembinaan
Keuangan Daerah;

0. menyiapkan bahan laporan Bidang Pembinaan yang terkait
dengan tugas Subbidang Peinbinaan Keuar.gan Daerah;

p. melaperkan dan mempertangauraiawablkar erlﬂkaanaan tuaas
Subbidang Pembinaan Keuangan Daerah. .

Pasal 46

Subbidang Penyertaan Modal Daerah merupagkan satuan kerja
Bidang Pembinaan dalam penyelenggaraan penanaman modal
daerah

Subbidang Penyertaan Modal Daerah dipimpin oleh séOrang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggurg jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan.

Subbidang Penyertaan Modal Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun bahen rencana keria dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang Pembinaan sesuai
dengan lingkup ugasnya;

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penatausahaan penanaman modal daerah pada
badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau bahan usaha lainnya;

d. melakukan pengkajian dan penelitian kelayakan dan potensi -
penanaman modal daerah pada badan usaha milik (BUMD)
daerah dan/atau badan usaha lainnya; '

a. melakranakan keuangan, menitoring. pengendalian, evaluasi,
bimbingan dan koisultasi teknis, pengelolaan keusangan badan
usatia milik daerah (BUMD); ' .

f. melakukan analisis dan memberikan 1zkomendasi terhadap usul
pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau

. rencana penanaman modal caerah; _

g. menyusun, meneliti dan menilai kekayaan daersh yang akan -
didayagunakan/dijaminkan/dijadikan modal . dalam penyertaan
modal daerah;

~h. melaksanakar. koordinasi dan proses penyertaan modai daerah

yang akan dialokasikan dalam APBD;
i.- melakukan pemantauan pelaksanaan penyertaan modai daerah;
j. melaksanakan koordinas! penyusunan peraturan perundang-

undangan daerah (peraturan daerch, peratuan gubernur atau

keputusan gubernur) untuk penyertaan rmodal daerah;

k. mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan
penanaman modal daerah antara lain dalam bentuk pembzrian-
surat berharga, pembelian saham, dan pembelian valuta asing;

. mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap rencana
pelaksanaan pinjaman daerah dan penerbitan obligasi daerah;

m. memproses pencairan anggaran penyartaan modal daerah;

n. mencatal/membukukan, memelihara dan menyajikan data dan

informasi penanaman modal daerah pada badan usaha milik
daerah (BUMD) atau badan Jsaha Iamnya
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o. menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen hukum
ponanarian  rodal gaerat pada badan usaha milik daerah

(BUMD) atau badan usaha lainnya, yang aslinya diserahkan
kepada Subbidang Inventarisasi can Dokumentasi Aset; _
p. melaksanakan pembinaan keuangan terhadap kekayaan daerah
yang belum dipisahkan dan yang sudah dipisahkan;
gq. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
(RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pembinaan;

I @b cnnasikan  panyuaunan o aren (keuargen,  kinerje,
legiatan dan akuntapilltas) Bidang Pembinaan; .

s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Subbicang Penyertaan Modal
Daerah; _ '

t. menyiapkan bahan. laporan Bidang Pembinzan yang terkait
dengan tugas Subbidang Penyertaan Modal Daerai: '

u. melaporkan dan mempertangguingjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Penyertaan Nodal Daerah.

Pasal 47

Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah merupakan
satuan kerja Bidang Pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan
keuangan pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengslolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK. BLUD). '

supplgang Fempinaan Badan Layanan umum Baeran dipimpin oten _
seorang Kepala Subbidang vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan.

Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja Jan anggaren (RKA} dan
dokumen polakeanaan anggarar (DPA) Bidang Pambinadan aseuai
dengan lingkup fugasnya, ' o

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bidang
Pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. meneliti rancangan anggaran pendapatan dan belanja SKPD/
UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan- Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK BLUD),

~d. menyusun berbagai peraturan perundang-undangan (antara lain -

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur)
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan SKPD/UKPD yang. -
menerapkan Pola Pengelclaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK BLUD); : :

e. melaksanakan koordinasi penilaian permohonan pehetapan

SKPD/UKPD vyang untuk menerapkan Pola- Pengelolaan |

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);

f. pembinaan (penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring,’
pengendalian, evaluasi, bimbingan dan konsultasi, serta
pendidikan dan pelatihan) pengelolaan - keuangan SKPD/UKPD
yang menerapkan Pola Fengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK BLUD);

g. melakukan monitoring terhadap penerapan tata kelola keuangan:

SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pongelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD y
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h. melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi
pembinaan  pengelolaan  keuangan  SKPD/UKPD yang
@Eg%r,g%%%{}%gfngetolaan Keuahgan Badan Layanan Umum

i, melakukan penelitan/penguian dan memberikan rekomendasi
tehadap usul tarif layanan, remunerasi dan biaya per unit layanan

© (unit cost);

j. mengoordinasikan penetapan tim penilai penetapan penerapan
Pola Pengelolaan Keuangun Badan . Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD);

k. melakukan kajian dan- gemrosesan persetujuan Gubernur tentang
kerjasama  aptara,  SKERHIKTBuya¥aR o IRReSRER, (RRR
BLUD) dengan Pihak Ketiga; ‘

I.” melakukan penelitian terhadap sistem akuntansi atas transaksi
keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam tanggung jawab
SKPD/UKPD yang menecapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);

m. melakukan penelitian dan kajian terhaJap perubahan staitus

penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK BLUD); _
n. melakukan penyiapan rumusan penbinaan  pengelolaan

pendapatan dan belanja, kas, aset, piutang dang utang, investasi,
akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD/UKPD
yang telah dan akan menerapkan Pola Pengelolaan kauangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);

o. melakukan bimbingan ‘eknis pengelolaan pendapatan, belanja,
kas, aset, piutang dan utang, ‘nvestasi, akuntansi serta pelaporan
dan pertanggungjawaban BLUD;

p. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran
kinerja pendapatan, belarja, kas, Jset, piutang dan. utang,
investasi, akuntansi sertz. pelaporan dan pertanggungjawaban
SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

~ Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUDY .

g. melakukan pemrosesan pengesahan Gubernur terhadap - audit
laporan keuangan SKPD/UKPD  yang menerapkan Pola -
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Jmum Daerah (PPK. -
BLUDY); , '

r. membina (penyusunan petunjuk pelal.sanaan, monitoring,
pengendalian, evaluasi, bimbingan den konsultasi, serta -
pendidikan dan pelatihan) pengeiolaan 'euangan "SKPD/UKPD -
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK BLUD).

s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Pembinaan Badan
Layanan Umum Daerah;

t. menyiapkan bahan laporan Bidang Pembinaan yang terkait
dengan tugas Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum
Daerah; S : _

u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah. b

Bagian Keduabelas.
Unit Pelaksana Teknis

FPasal 49

BPKD dapat mempunyai unit pelaksana teknis untuk melaksanakan

fungsi  pelayanan langsung kepada masyarakat atau  untuk

melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BPKD.
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Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Gubermur. '

Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pascl 49

BPKD dapat mempunyai jabatan fungsionz'.

Pejabat fungéionai melaksenakan tugas dalari susunan organisasi
struktural BPKD.

Pasal 50

Datam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibentuk kelompok jabatan fungsional untuk lingkup hadan

dan subkelompok jabatan fungsional untuk lingkup unit pelaksana o

toknie yong ditotaphkan oloh Kopala BPKD.

Kelompok jabatan fungsional dan subkelompck jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala BPKD dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis. :

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional sebagalmeana dimakeud pada ayst (2), diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala BPKD dari pejabat yang dihormati di
kalarigan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi
(pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

Ketentuan lebih ianjut mengenai jabatan fungsional pada BPKD diatur
dengan Peraturan Gubernur,
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKD wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘

Kaepala BPKD mengembangkan koordinasi danh kerjasama dengan
satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau
instansi pemerintah/swasta dalam rangka menngkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD. ‘

Pasal 52

Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Biuang,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan
Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fnhgsional pada BPKD

dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan serfa menerap<an pr.nsip koordinasi, kerjasama,

i;tegrgs?, sinkrcnisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
an ernsiensi.
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Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
éebbaga;mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturar
ubernur.

Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 49

BPKD dapat mempunyai jabatar: fungsicnal.

Pejcbat fungolonal rolakslndkas togas Halem SUSURAN BPGRMISES] -
struktural BRPKD.

Pasal 50

Dalam rangka mengembarigkan profesifkeahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibenwk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup
badan dan Subkelompok Jabatan Fungsicnal untuk lingkup unit
pelaksana teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPKD.

Kelompok Jabatan Fungsional dar: Sublielompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala BPKD dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis. '

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat
dan diborhentikan oleh Kopala BPKD durt pejabat yang dihormati di
kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi
(pengetahuan, keahlian dan int=gritas) yang dimiliki.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada BPKD diatur
dengan Peraturan Gubemur. '

BAB iV
TAVA KERJA
Fasal 51

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKD wajib taat dan

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kepala BPKD mengembangkan koordinasi dai: kerjasama dengan
satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan/atau

- instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan

memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Pasal 52

Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan
Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada BPKD

dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan serta mensrapkan prinsip oordinasi, kerjasama,

g*stegf?sj, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, t-ansparansi, efektivitas
=n efisiensi.
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Pasal 53

(1) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala
Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala

Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada BPKD wajib
FBHIIARPIN, rmengoordinasiian, mengarahkan, memberikan

bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan
menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala
Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang, Kepala
Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawai pada BPKD wajiv mengikuti dan mematuhi perintah

kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan -
perundang-undangan. .

~asal b4

Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, -
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang Kepal: Seksi, dan
Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada BPKD
wajib mengawasi dan mengerdalikan pelaksanaan tugas. bawahan
masing=masing sorte mongambil langkah-langkein yang dipotiukan agabila
menemukan adanya penyimpangan Jan/atau indikasi penyimpangan.

PPasal 55

(1) Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala
Bidang, Kepala Unit Pelaksane Teknris, Kepela Subbidang, Kepala
Seksi, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jasatan Fungsional dan
Pegawai pada BPKD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas (termasuk kendala yang dihadapi dale:n pelaksanaan tugas)
kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimam dimaksud pada ayat
(1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai
bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing- -

masing.
Pasal 56

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap BPKD. _

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 'keiembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebanaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur. ‘ g

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 57

(1) 'Pegawai negeri sipil pada BFKD merupakan pegawai negeri sipil
dd\;"ldkl.
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Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan kepegawaian negara. .

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaicn, BPKD mendapat

%embtnaan dari Sekretaris Daerah melalui 3adan Kepegawaian
aerah dan Biro Organisasi dun Tatalaksana S.kretariat Daerah.

BAB VI
KEUANGAN .

Pasal 58

Bétan;‘a pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD dibebankan pada
APBD. '

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), |
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan nerundang-
undangan keuangan negara/daerah. .

Pasal 59

Pendapatan yang bersumber dati pelakséna‘a'n tugés dan fungsi
BPKD merupakan pendapatan daerah. ' _

Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan keuangan negara/daerah.

BAB VIl
ASET
Pasal 60

Aset yang dipergunakan oleh EPKD sebagai prasarana dan sarana
kerja BPKD merupakan aset daerah dengan status kskayaan daerah
yang tidak dipisahkan. o

Pengelolaan ase' atau prasarana den sarana kerja- sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundzng-undangan pengjelolaan barang milik
negara/ daerah. _ :

Pasal 61

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh BPKD dalam rar!gka' o
pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bentuk pemberian hibah
atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang
daerah.

Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana cfimaksud
pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur dan dicatat serta
dihukukan sebagai aset daerah.
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BAB VI
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 62

{4} BPKDR maenydeun  dan ronyepaikan  lapBran  Berkele e 1o i,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekreiaris Daerah,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan : o

e et Brkrereeit W el B—
b. keuangan dan kinerja; : -
c. kebutuhan, kekurangan dan keletihan barang atau prasarana dan
~ sarana kerja; ‘
d. akuntabilitas;
e. pelaksanaan kegiatan.
Pasal 63

Dalam rangka akuntabilitas BPKD ;.nengembangkén sistem pengendalian
internal. :
BAB X
PENGAWASAN
Pasal 64

‘-Penigawasan terhadap pelaksénaan peﬁgeiolaén keuangan daerah oié'h'_ a
BPKD dilaksanakan oleh : : : 7

a. lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; ' : : '
 b. inspektorat;dan
- ¢. aparat pemeriksa internal pemerintah,
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

~ Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlak., Keputusan Gubernur

Nomor 61 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Caerah Khusus Ibukota
Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak ber.aku.
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Pasal 66

* Paraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundah’gkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, ‘memerintahkan  pengundangan S

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam ‘Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. :

Ditetapkan di: Jakarta o —
pada tanggal 14 April 12009 -

GUBERNUR PRQV!NSI DAERAH KHUSUS

'Diunidangkan di Jakarta
Pada"tanggal 15 April 2009

SEKRFTARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
EER IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362

'BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2009  NOMOR 40
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